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BAB IV 

ANALISIS  HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 218 / 

PID.B / 2014 / PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA DI MUKA UMUM 

SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP 

ORANG 

A. Analisis Putusan Nomor. 218/ PID.B/ 2014 / PN. JMB Tentang Di Muka 

Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang 

Menurut Hukum Pidana Islam 

Islam sebagai salah satu agama samawi, mempunyai kesamaan 

persepsi tentang hukuman dalam hukum pidana baik hukuman kisas, 

takzir, ataupun hudud yang dinamakan hukuman pidana terhadap perilaku 

kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang. Dalam 

konteks Islam eksistensi tentang hukuman pidana sebagai sebuah sangsi 

hukum diilustrasikan oleh al-Qur’an, al-hadis, ijmak, kiyas dan 

pertentangan dalil. 

Berdasarkan prinsip fikih jinayah bahwa perbuatan tindak pidana 

yang dilakukan  oleh  seseorang  harus  disesuaikan  dengan  keadilan  

menurut petunjuk  Allah  swt.  Oleh  karena  itu,  dalam  menentukan  

hukum,  yang pertama harus didasarkan kepada keimanan wahyu Allah 

swt yaitu al-Qur’an kedua hadits Nabi, ketiga ijmak, keempat kiyas untuk 

memberikan kemaslahatan bersama di dunia maupun di akhirat. 
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Suatu kejahatan yang dilakukan adakalanya dilakukan oleh satu 

orang dan adakalanya pula dilakukan oleh beberapa orang. Kejahatan 

yang dilakukan bisa disepakati terlebih dahulu ataupun dilakukan tanpa 

adanya kesepakatan terlebih dahulu. Oleh karena itu hukuman bagi pelaku 

tersebut sudah pasti pula sangat berbeda. Maksud hukuman adalah untuk 

memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka 

dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai rah}mah lil ala>mi>n, 

untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.
57

 

Dalam hukum pidana Islam suatu jarimah adakalnya dilakukan 

oleh satun orang dan ada kalanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. 

Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu jarimah maka 

perbuatnnya itu disebut turut berbuat jarimah. 

Turut serta melakukan jarimah itu ada dua macam:
58

 

1. Turut serta secara langsung (    اْ  اك  تا  شْ لْا ا 
 
ر  اشا ب  ل ) . Orang yang turut serta 

disebut peserta langsung (   ر  ب اشا
 .( ا لشِّرْك  الْ

2. Turut serta secara tidak langsung (  ا لْاشْتا اك  باالتَّس بُّبا ). Orang yang turut 

serta disebut peserta tidak langsung atau sebab (   ت 
ب  بِّ س  ا لشِّرْك  الْ  ). 

 

 

                                                           
57

 A. Djazuli, Fiqih Jinayah ( Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam )... , 25. 
58

 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam..., 67. 
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( 1.1 ) Turut serta secara langsung 

 Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang yang 

melakukan jarimah dengan nyata lebih dari satu orang. Pengertian 

melakukan jarimah dengan nyata di sini adalah bahwa setiap orang yang 

turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, 

walaupun tidak sampai selesai. Dalam putusan nomor. 218 / PID.B / 2014 

/ PN. JMB terdakwa Dwi Taufik Yulianto bersama 7 ( tujuh ) teman 

terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama 

terhadap Zainul Hakim dan Abdul Wakid Iswanto. Dwi Taufik Yulianto 

mengayunkan celurit terhadap Zainul Hakim dan mengalami luka pada 

bagian kepala dan tangan, kemudian teman korban Chafid Ubaidillah 

meminta bantuan kepada korban Abdul Wakid Iswanto dengan niatan 

untuk membantu korban, teman-teman dari terdakwa Dwi Taufik 

Yulianto datang untuk membantu terdakwa dengan memberikan 

lemparan brongkalan batu sehingga kepala Abdul Wakid Iswanto 

mengalami luka dibagian kepala dan berdarah. Dari contoh diatas disini 

terdakwa Dwi Taufi Yulianto dianggap sebagai orang yang turut serta 

secara langsung. 

 Turut serta langsung adakalanya dilakukan secara kebetulan saja 

dan adakalanya direncanakan lebih dahulu. Kalau kerja sama itu secara 

kebetulan saja maka disebut tawa>fuq dan kerja sama yang direncanakan 
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lebih dahulu disebut tama>lu.59
 Dalam kasus dalam putusan tersebut 

masuk dalam perbuatan langsung yang tanpa direncanakan karena 

terdakwa secara tiba-tiba melancarkan aksinya kepada korban. 

 Mengenai pertanggung jawaban peseta langsung tanpa ada 

rencana dalam kasus tersebut terdapat perbedaan pendapat dikalangan 

para fukoha. Pada kasus tersebut masing-masing peserta hanya 

bertanggung jawab atas akibat perbuatannya sendiri dan tidak 

bertanggung jawab atas perbuatan yang lain. 

 Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian fukoha 

Syafi’iyah, tidak ada perbedaan antara pertanggungjawaban para peserta 

dalam tawa>fuq dan tama>lu, yaitu bahwa masing masing peserta hannya 

bertanggung jawab atas akibat perbuatan secara keseluruhan.
60

 Dengan 

demikian kasus dalam putusan tersebut dengan merujuk pada pendapat 

Imam Abu Hanifah dan sebagain fukoha dari Syafi’iyah maka setiap 

perbuatan akan diminta petanggungjawaban sesuai dengan kadar yang 

dilakukan. 

( 1.2 ) Turut berbuat tidak langsung  

Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang 

mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu 

perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh ( menghasut ) orang lain atau 
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 Ibid., 68. 
60
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memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disetai 

kesengajaan. 

Dari keterangan tersebut di atas kita mengetahui bahwa unsur-

unsur turut berbuat tidak langsung itu ada tiga macam, yaitu 

1. Adanya perbuatan yang dapat dihukum: untuk mewujudkanya turut 

serta langsung, disyaratkan adanya perbuatan yang dapat dihukum. 

Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai, melainkan 

cukup walaupun baru percobaan saja. Juga tidak disyaratkan pelaku 

langsung dihukum pula. 

2. Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan sikapnya itu 

perbuatan tersebut dapat terjadi: untuk terwujudnya turut serta tidak 

langsung, juga disyaratkan adanya niat dari orang yang turut berbuat, 

agar dengan persepakatan, suruhan atau bantuannya itu perbuatannya 

itu dapat terjadi. 

3. Cara mewujudkan perbuatan tersebut adalah dengan mengadakan 

persepakatan, menyuruh, atau memberi bantuan: 

a. Persepakatan: persepakatan bisa terjadi karena adanya saling 

pengertian dan kesamaan kehendak untuk melakukan suatu 

jarimah. Kalau tidak ada persepakatan sebelumnya maka tidak 

dapat turut berbuat. Meskipun ada persepakatan tetapi jarimah 

yang terjadi bukan yang disepakati maka juga tidak ada turut 

berbuat. 



64 
 

 

b. Suruhan dan hasutan: menyuruh atau menghasut adalah membujuk 

orang lain untuk melakukan suatu jarimah dan bujukan itu 

menjadi pendorong untuk dilakukannya jarimah itu. Bujukan atau 

hasutan terhadap orang lain untuk melakukan suatu jarimah 

merupakan suatu maksiat yang sudah bisa dijatuhi hukuman. 

c. Memberi bantuan: orang yang memberi bantuan kepada orang lain 

dalam melaksanakan suatu jarimah dianggap sebagai kawan 

berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada persepakatan 

sebelumnya. Seperti mengamat-ngamati jalan untuk memudahkan 

[pencurian bagi orang lain. 

Para fukoha membedakan antara pelaku langsung ( muba>shir ) 

dengan pemberi bantuan ( al mu’in ). Pelaku langsung ( muba>shir ) adalah 

orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan pemberi 

bantuan adalah orang yang tidak berbuat atau mencoba berbuat, 

melainkan hanya menolong pembuat langsung dengan perbuatan-

perbuatan yang pada lahirnya tidak ada sangkutpautnya dengan perbuatan 

yang dilarang tersebut dan juga tidak dianggap sebgai permulaan 

pelaksanaan dari perbuatan yang dilarang tersebut. 

Jadi, masalah hukuman pelaku tidak langsung menurut sariat 

Islam, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam jarimah 

hudud dan kisas hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan atas 
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peserta tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak 

lagsung dalam jarimah hanya dijatuhi hukuman takzir. 

Jadi, dalam putusan nomor. 218 / PID. B / 2014 / PN. JMB adalah 

tidak termasuk dalam turut berbuat tidak langsung dikarenakan terdawa 

Dwi Taufik Yulianto tidak ada suatu perjanjian dengan orang lain untuk 

melakukan penganiayaan terhadap korban Zainul Hakim dan Abdul 

Wakid Iswanto tetapi untuk melakukan aksinya terdakwa kerjasamnya 

secara kebetulan dalam melancarkan aksinya terhadap korban sehingga 

menurut hukum pidana Islam hukuman yang diterimah adalah menurut 

apa yang terdakwa lakukan terhadap korban.  

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Hukuman Terhadap 

Terdakwa Dalam Putusan Nomor. 218/ PID.B/ 2014 / PN. JMB Tentang 

Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap 

Orang  

Dalam hukum pidana Islam hukuman yang dituduh-tuduhkan 

dalam sistem pidana yang kerap kali digambarkan sebagai sesuatu yang 

kejam, tidak manusiawi, dan barbar. Dalam sistem tersebut dikenal 

dengan hukuman mati perzinaan bagi orang yang terikat perkawinan ( 

adultery ), hukuman cambuk seratus kali jika hal itu dilakukan oleh yang 

belum menikah ( fornication ), hukuman balasan dalam hal penganiayaan 

dan pembunuhan, hukuman potong tangan bagi pencuri dan lain-lain. 

Prsoalannya sering kali bentuk-bentuk hukuman tersebut hannya dilihat 
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dari satu sisi saja, yaitu kemanusiaan menurut standar abad ke-20 yang 

dianggap paling beradab. Tidak dilihat alasan, maksud, tujuan, dan 

keefektifan hukuman-hukuman tersebut.
61

 

Melihat dari sumber piadan itu, hukuman dalam Islam memiliki 

landasan yang sangat kokoh yaitu alkoran dan sunah Nabi Saw., dan 

bukan berdasarkan dugaan-dugaan manusia semata menegnai hal-hal yang 

dirasa adil. Dari sisi kepastian hukuman juga jelas karena manusia 

dilarang mengubah hukuman yang diancamkan, jadi untuk tindak pidanaa 

yang diberi ancaman hukuman hadd tidak boleh ada perubahan, perbuatan 

yang dilarang tetap menjadi suatu yang diharamkan sampai kapanpun. 

Bandingkan dengan sistem hukum di negara-negara Barat yang bahkan 

untuk perbuatan yang sangat kotor seperti zina dapat dilakukan 

dkriminalisasi. Sistem ini juga mengenal pemaafan bagi tindak pidana 

kisas, seperti pembunuhan atau penganiayaan, jika pihak korban atau 

keluarga korban mau memaafkan. Sistem ini juga sangat memperhatikan 

aspek pencegahan, pendidikan dan perlindungan bagi masyaraka, serta 

perbaikan bagi si pelaku.
62

 

Berkaitan dengan teori pemidanaan ini dikenal adanya beberapa 

tujuan pemidanaan, yaitu: retrebution ( pembalasan ), deterence ( 

pencegahan ), dan reformation ( perbaikan ). Banyak penulis menyatakan 

bahwa satu-satunya tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah 
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untuk pembalasan semata. Pada kenyataannya hal tersebut tidak benar. 

Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai 

pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan ( umum dan khusus ) 

serta perbaikan. Dalam kenyataannya juga sangat melindungi masyarakat 

dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum ( fungsi perlindungan ).
63

 

Dalam kasus putusan nomor. 218 / PID.B / 2014 / PN. JMB memberikan 

hukuman bertujuan untuk memberikan kebaik terhadap terdakwa maupun 

masyarakat dengan adanya hal yang meringankan maupun yang 

memberatkan supaya masyarakat menjadi lebihnyaman dan terdakwa pun 

dengan dijatuhi hukuman tersebut dapat merubah sikap untuk menjadi 

lebih baik. 

Di dalam sistem hukum pidana Islam, dua hal harus diperhatikan 

berkaitan dengan retrebutif ( pembalasan ) ini sebgai gambaran hukuman 

hadd, yaitu: kerasanya hukuman, dan larangan setiap bentuk mediasi 

berkenaan dengan hal ini, dengan kata lain hukuman ini wajib dijalankan 

jika kejahatan terbukti. Dikenalnya aspek pencegahan dalam sistem 

hukum pidana Islam lebih dalam dan lebih tegas dibandingkan dengan 

sistem lain. Di sini pencegahan dikenal sebagai justifikasi utama untuk 

penghukuman, khususnya untuk hukuman hadd. Sementara itu Ibn al-
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Qayyim berpendap bahwa hukuman hadd bernilai baik sebagai perbaikan, 

pembalasan, maupun pencegahan.
64

 

Jenis hukuman lain yaitu takzir berkaitan dengan tujuan 

pemidanaan pencegahan dan perbaikan. Dalam literatur hukum Islam 

takzir menunjukkan hukuman yang ditunjukkan, pertama: untuk 

mencegah para penjahat melakukan kejahatan lebih jauh; dan yang kedua: 

untuk memperbaiki dia.
65

 

Dalam hal penjelasan diatas mengenai penjatatuhan hukuman baik 

itu Jarimah hudud, jarimah qisas dan diat, jarimah takzir adalah untuk 

memberikan keseimbangan terhadap masyarakat, terdakwa dan korban. 

Sebagai contoh dalam putusan nomor. 218 / PID. B / 2014 / PN. JMB 

terdakwa Dwi Taufik Yulianto bersama teman-temannya yang berjumlah 

7 ( tujuh ) orang telah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama 

sama di muka umum terhadap korban Zainul Hakim dan Abdul Wakid 

Iswanto dengan cara dibacok dengan celurit dan teman-temannya dengan 

melempari batu, dengan perbuatan terdakwa korban Zainul Hakim beserta 

Abdul Wakid Iswanto melaporkan pada pihak yang berwajib, atas hal 

tersebut pihak menyerahkan dan diproses di Pengadilan setempat. 

Kemudia Hakim memeberikan bentuk hukuman yang dimana hukuman 

bertujuan untuk memberikan perbaikan terhadap terdakwa, balasan bagi 

si korban yang karena dirinya merasa dilukai, pencegahan untuk tidak 
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terus menerus melancarkan aksinya lebih lama dan melindungi 

masyarakat dari tindak pidana selanjutnya. 

Dalam kasus ini pengeroyokan yang dilakukan oleh tersangka 

dengan menggunkan senjata tajam ( celurit ) ada yang menggunkan batu 

sehingga korban mengalami luka robek dibagian kepala, jari-jari dan 

bagian dagu yang diakibatkan lemparan batu. Oleh karena itu hukuman 

yang dijatuhkan terhadap pelaku turut serta dalam melakukan tindak 

pidana diatas sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan dalam fikih 

jinayah, yaitu dengan diberikan hukuman diat karena hukuman tersebut 

merupakan hak perseorangan yang dimana apabila keluarga korban atau 

korban berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku beda halnya 

dengan jarimah hudud yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi, dalam 

hal pelukaan yang terdapat pada putusan nomor. 218 / PID. B / 2014 / PN. 

JMB diatnya tidak ada yang ditentukan oleh sariat tetapi pendapat para 

imam mazhab dengan kata lain menggunakan sumber dan dalil hukum 

islam yaitu ijmak. 

Disamping itu, perbuatan pelaku tidaklah sebanding atau 

bahayanya seperti pelaku berbuat langsung. Karena kasus ini masuk 

dalam jarimah diat. Tetapi, dalil dalam hal pelukaan dalam kasus ini tidak 

ditentukan oleh sariat tetapi ditentukan oleh ijmak atau pendapat para 

imam mazhab. Hal tersebut sesuai dengan pendapat para imam mazhab 

berikut ini: 
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Para imam mazhab sepakat bahwa melukai anggota badan yang dapat 

diambil kisas wajib dituntut kisas. Melukai anggota badan yang tidak 

dapat diambil kisas tidak ada kisas. Pelukaan itu ada 10 macam, yaitu:
66

 

1. al-kha>ris}ah  (   الخ اراص ة ), yaitu pelukaan yang membelah kulit. 

2. ad-da>miyah (   اماى ة  .yaitu pelukaan yang mengeluarkan darah saja ,( الد 

3. al-ba>d}i’ah (   ع ة  .yaitu pelukaan yang membelah daging ,( الب اضا

4. al-mutala>h}imah (   حِا ة  ت لَ 
 .yaitu pelukaan yang masuk kedalam daging ,( ال

5. as-samh}a>q (  َّمْح اق  الس  ), yaitu pelukaan yang hampir mengenai tulang. 

Kelima macam pelukaan ini, diatnya tidak ada yang ditentukan oleh 

sariat. Demikian menurut kesepakatan pendapat para imam mazhab. 

Namun, Hambali meriwayatkan bahwa Zaid ra. pernah menghukum 

diatnya karena pelukaan yang mengeluarkan darah saja dengan membayar 

seekor unta. Diat pelukaan yang membelah daging adalah membayar 2 

unta. Diat pelukaan yang masuk kedalam daging adalah membayar 3 

unta. Diat pelukaan yang hampir mengenai tulang adalah membayar 4 

unta. 

Hambali berkata: kami berpendapat demikian juga, demikian menurut 

satu riwayat. Sedangkan dalam riwayat lainnya, pendapat Hambali sama 

dengan pendapat para imam mazhab lainnya. 

Sesuai dengan pendapat ulama diatas jelas kita bisa dapat 

mengambil sebagai dasar hukum yang pasti. Banyak yang pendapat 

bahwasannya ijmak merupakan hujah yang bersifat pasti artinya dasar 

hukum penetapan hukum yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi dan 

diamalkan. Itulah sebabnya, jumhur ulamak menempatkan ijmak sebgai 

sumber dan dalil hukum yang ketiga setelah quran dan sunah. Menurut 

jumhur ulama, dalil ijmak sebagai hujah yang pasti, didasarkan atas 

alasan-alasan sebagai berikut. 

 Al-quran surat An-Nisa’ ( 4 ): 115:
67
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 ها لا ص  ن   و  لَّّ و  ات   م   ها لِّ و  ن    يّْ  نا ما  ؤْ م  الْ  لا يْ با س   ر  ي ْ غ   عْ با تَّ ي   ى و  د  الْ   ه  ل   يَّّ  ب   ا ت   م   دا عْ ب    نْ ما  لا وْ س  لرَّ اْ  قا قا ا ش  ي   نْ م  و  

( 111ا ) ر  ي ْ صا م   تْ اء  س  و   م  نَّ ه  ج    

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, 

dan mengikiti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan 

ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami 

masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat 

kembali. 

 Jumhur ulamak berpendapat, ancaman siksa yang terdapat pada 

ayat di atas, ditujukan kepada orang yang menentang Rasulullah Saw. dan 

tidak mengikuti kepada orang mukmin. Ancaman siksa hanya ditujukan 

kepada orang yang melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. 

Dalam pada itu, ijmak adalah mengikuti jalan orang-orang mukmin. 

Karena meninggalkan perbuatan mengikuti jalan orang-orang mukmin 

adalah haram, maka mengikuti jalan orang-orang mukmin adalah wajib. 

Dengan demikian, mengikuti ijmak adalah wajib.
68

 

Adapun landasan ijmak berasal dari hadis, antara lain:
69

 

َ ْ ل   الل   نَّ إا  ال  ق   م  لَّ س  و   ها يْ ل  ع   ى اللا لَّ ص   اللا  ول  س  ر   نَّ أ   ر  م  ع   نا ابْ  نْ ع   ارا ن  ي ْ دا  نا بْ  اللا دا بْ ع   نْ ع    ع  م   

 ذَّ ش   ذَّ ش   نْ م  و   ةا ا ع  م  الْ   ع  م   اللا  د  ي  و   ةا ل  لَ  ى ض  ل  ع   م  لَّ س  و   ها يْ ل  ع   ى الل  لَّ ص   دا مَّ م    ة  مَّ أ   ال  ق   وْ  أ  تا مَّ أ  

ارا  النَّ لّ  إا   
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Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “ sesunggunghanya 

Allah tidak akan menyatukan umatku atau katanya: umat Muhammad 

Saw dalam kesesatan, dan “ tangan ” Allah bersama jamaah, dan 

barangsiapa yang menyendiri maka ia maka ia akan menyendiri ke dalam 

neraka ”. ( at-Tirmidzi ). 

 Adapun landasan ijmak yang berdasarkan logika ialah, menurut 

kebiasaan, jika telah terjadi kesepakatan di antara segolongan besar ulama 

tentang hukum dari suatu masalah, sedangkan kesepakatan tersebut 

merupakan hasil dari usaha penelitian dan pengkajian yang mereka 

lakukan secara sungguh-sungguh, maka kesepakatan tersebut tidak akan 

salah.
70

 

Karena dalam hal ijmak diingkari atau tidak dalam pendapat 

Rosdiana yang berbunyi“ mengomentari perbedaan pendapat antara 

mayoritas ulama’ dengan golongan yang mengingkari ijma sebagai hujjah. 

Maka menurut penulis, bahwa argumentasi yang diutarakan oleh 

mayoritas ulama sangatlah jelas dan kuat, sedangkan argumentasi yang 

dipakai oleh golongan ingkar ijma’, sebagai hujjah adalah merupakan 

argumen apologi saja”.71
  

Menurut penulis, jika hal ini ditinjau dengan Hukum Pidana Islam 

maka hukuman yang didapat di jatuhkan terhadap terdakwa Dwi Taufik 

Yulianto dalam putusan nomor. 218 / PID.B / 2014 / PN. JMB di kenai 

beupa hukuman diat dengan cara pelukaan yang masuk kedalam daging 

dengan membayar 3 onta atau setara dengan Rp 40.500.000,00 karena 
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Kemasyarakatan..., 175. 
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sudah sesuai dengan apa yang yang diperbuat oleh terdakwa dan juga 

unsur-unsurya pun telah terpenuhi secara keseluruhan yaitu 

mengakibatkan luka yang mendalam masuk kedalam daging dengan 

sebilah senjata tajam ( celurit ). 

 


